BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik
kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan kewajibannya
harus menjelaskan mengenai akta peralihan hak serta kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, diantaranya yaitu
menunjukkan asli surat pembayaran pajak yang terutang yakni Pajak
Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan (BPHTB). Penyetoran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan (BPHTB) merupakan kewenangan wajib Pajak bukan
Notaris, akan tetapi notaris dapat menyetorkan Pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan Notaris sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah secara tidak langsung mengurangi beban tugas
fiskus untuk membantu menghitung besarnya pajak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang serta dapat juga membantu
wajib pajak untuk menghitung dan menyetorkan pajak terutang. Notaris
sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik seharusnya
tidak membuatkan akta atau surat kuasa yang secara terpisah dengan
Perjanjian Pengikatan Jual beli guna menghindari terjadinya pengelakkan

pajak terhadap kewajiban pembayaran BPHTB dan PPh.
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2. Khususnya mengenai pajak penjual pembeli dalam proses transaksi jual
beli tanah dan bangunan (PPh dan BPHTB) yaitu para pihak diwajibkan
menyetorkan kewajiban masing-masing dengan menyerahkan bukti
pembayaran pajak kepada PPAT sebelum ditandatanganinya Akta Jual
Beli (Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal
4 ayat (2) PP Nomor 34 Tahun 2016, sepanjang belum dilakukan
pembayaran tersebut maka PPAT dinyatakan tegas dilarang membuat
Akta Jual Beli (Pasal 39 ayat (1) huruf g PP Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah) .

3. Pengenaan Pajak Penghasilan Final atas peralihan hak atas tanah dan
bangunan melalui PPJB dalam PP Nomor 34 Tahun 2016 sudah
mencerminkan prinsip keadilan, jika dilihat dari segi keadilan vertikal dan
horizontal serta asas persamaan, keadilan dan kemampuan, dimana
seseorang (pihak pembeli dan pihak penjual) yang memiliki tambahan
penghasilan dari peralihan hak atas tanah dan bangunan melalui PPJB
sudah terutang bersifat final.

B. Saran

1. untuk pihak sebagai penjual tanah, diharapkan untuk selalu
mengedepankan prinsip kejujuran terkait obyek tanah yang akan
diperjualbelikan. Selain itu memenuhi persyaratan-persyaratan dalam
melakukan jual-beli tanah yang baik dan benar. Tidak boleh ada sesuatu
hal yang disembunyikan, misalnya terkait dengan status tanah tersebut

harus benar-benar tanah yang sedang tidak dalam sengketa. Sertipikat atas
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tanah tersebut juga harus asli. Selanjutnya, pihak penjual wajib membayar
dan melunasi pajak-pajak tertanggung.

. untuk pihak sebagai pembeli tanah, diharapkan dalam melakukan
perjanjian jual-beli harus berpegang prinsip pada asas itikad baik. Pihak
pembeli juga harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam
melakukan jual-beli tanah sampai dengan proses balik nama. Dengan
demikian, apabila semua syarat tersebut terpenuhi, maka proses jual-beli
tanah sampai dengan proses balik nama sertifikat dapat berjalan lancar
tanpa hambatan apapun.

. Apabila salah satu pihak baik pihak penjual atau pihak pembeli yang
mengadakan transaksi hak atas tanah tidak dapat membayar PPh atau
Pajak BPHTB, maka hendaknya dilakukan perjanjian pengikatan jual beli
dulu agar pihak yang mengadakan transaksi atas tanah tersebut terlindungi
karena teklah adanya perjanjian jual beli diantara mereka sehingga pihak
penjual maupun pihak pembeli tidak dapat membatalkan secara sepihak

atas perjanjian jual beli tersebut.
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